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Abstract  

Kegiatan pengelolaan hutan terdiri dari perencanaan, perlindungan, pemanfaatan dan Evaluasi. 
Perhutanan sosial merupakan program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Rumusan dalam penelitian ini adalah 
mengalalisis kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pengelolaan hutan. Penelitian ini 
dengan bentuk deskripti kwantitatif teknik sampling secara purposive sejumlah 83 sampel 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan memiliki partisipasi 
yang paling tinggi dan kegiatan evaluasi menunjukkan partisipasi yang paling rendah. Tingkat 
partisipasi masyarakat diperoleh dengan kategori sangat tinggi 22 %, tinggi, 26%, cukup 19%, 
rendah 14% dan sangat rendah 2%.  

Kata kunci : Ekologi, Pengelolaan Hutan 

PENDAHULUAN 

Pokok permasalahan kawasan di KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun adalah 
pengelolaan hutan belum maksimal, kebutuhan lahan yang disebabkan kurangnya lahan garapan 
dan kebutuhan kayu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga mengakibatkan terjadinya 
praktek illegal logging dan perambahan hutan di hampir seluruh kawasan hutan terutama yang 
sangat berdekatan dengan perkampungan penduduk dan kebun garapan masyarakat, disamping itu 
perambahan dan perladangan oleh masyarakat, lebih didorong oleh motif ekonomi dan penguasaan 
atas sumber daya lahan. Korelasi permasalahannya adalah kemiskinan masyarakat sekitar kawasan 
hutan. Hal ini berhubungan dengan persoalan akses yang terbatas, terutama dalam hal memperoleh 
sumber penghasilan. 

Sebagian besar masyarakat disekitar Kawasan hutan telah diberikan akses Perhutanan 
Sosial diantarnya adalah skema Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.  Melalui 
Perhutanan Sosial masyarakat diberikan hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan, 
untuk meningkatkan kesejateraannya. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan efektivitas implementasi KPH adalah dengan 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan KPH mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, sampai pada penilaian impelementasi KPH, hal ini sejalan dengan dengan teori 



Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi 
Citation: Doni Satria. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 
6(1); 12-19 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27968 

13 
 

Daniel Mazmanian dan Paul Sabartier (1983)  disampakain oleh Agustino, (2006) yang 
mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan efektivitas 
implementasi sebuah kebijakan publik adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam serutuh 
tahapan implementasi kebijakan publik. 

METODE 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data 
primer, sekunder yang bersumber dari kuisioner, wawancara, jurnal dan dokumen lain yang 
sesuai. Data yang digunakan adalah data dari Hutan Desa, Hutan Adat dan Hutan 
Kemasyarakat. Jumlah responden ditentukan secara purposive yaitu sejumlah 83 responden. 
Data yang diperoleh dilakukan analalisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skoring 
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial di analisis dengan teknik 
analisis kualitatif. Skala pengukuran yang digunakan pada variabel partisipasi masyarakat yaitu 
skala ordinal. tingkatan partisipasi masyarakat di ukur menggunakan beberapa tingkatan kelas 
sebagai berikut :  

 
• Selalu : bobot 5 
• Sering: bobot 4 
• Kadang-kadang: bobot 3 
• Jarang: bobot 2 
• Tidak pernah: bobot 1 

 
Untuk menentukan nilai dalam tingkat partisipasi masyarakat digunakan rumus sebagai berikut : 
 

• Nilai terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan 
Maka : nilai terendah = 1 x 20  =20 

• Nilai tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan 
Maka : nilai tertinggi = 5 x 20 = 100 

 

Maka didapatkan rentang tingkat partisipasi masyarakat adalah :  

20 – 100. Sehingga intervalnya dengan rumus sebagai berikut :  
Interval = nilai tertinggi – nilai terendah 
Jumlah kategori 
Interval = 100 – 20 
                     5 
  = 16 
 
Berdasarkan interval diatas ditetapkan tingkatan partisipasi sebagai berikut : 

• Skor 20 – 36  = tingkat partisipasi sangat rendah 
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• Skor 37 – 52 = tingkat partisipasi rendah 
• Skor 53 – 68 = tingkat partisipasi sedang 
• Skor 69  - 84 = tingkat partisipasi tinggi 

Skor 85 - 100 =tingkat partisipasi sangat tinggi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL 
 

Hasil penelitian di wilayah perhutanan sosial wilayah KPHP KPHP Limau Unit VII Hulu 
Sarolangun diperoleh informasi bahwa masyarakat diwilayah tersebut berpartisipasi dalam 
perhutanan sosial, diantaranya berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan 
evaluasi (Tabel 1).  

 
Tabel 1 Deskripsi Tingkat Partisipasi Berdasarkan indikator 

Indikator Rerata 
Skor 

Kategori Sub 
indokator 

Rerata 
Skor 

Kategori 

Perencanaan 3.51 Partisipasi 

1 3.2651 Cukup Partisipasi 

2 3.3133 Cukup Partisipasi 
3 3.5301 Partisipasi 
4 3.6145 Partisipasi 
5 3.8072 Partisipasi 

Perlindungan 3.54 Partisipasi 

1 3.3614 Cukup Partisipasi 

2 3.6265 Partisipasi 
3 3.7470 Partisipasi 
4 3.5301 Partisipasi 
5 3.5301 Partisipasi 
6 3.5060 Partisipasi 
7 3.4819 Partisipasi 

Pemanfaatan 3.55 Partisipasi 

1 3.2169 Cukup Partisipasi 

2 3.5904 Partisipasi 
3 3.6386 Partisipasi 
4 3.6627 Partisipasi 
5 3.6265 Partisipasi 

Evaluasi 3.50 Partisipasi 
1 3.5060 Partisipasi 

2 3.6747 Partisipasi 
3 3.3133 Cukup Partisipasi 

Total 3.51 Partisipasi 

Ket  : Sangat Partisipasi = 4,21 – 5,00 
  Partisipasi= 3,41- 4,20 
  Cukup Partisipasi = 2,61 – 3,40 
  Tidak partisipasi = 1,81  - 2,60 
   Sangat Tidak partisipasi = 1,00 - 1,80  
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1. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa 
masyarakat yang bermukim di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun cukup 
berpartisipasi mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan tentang rencana pembentukan 
kelompok Tani Hutan dan penyusunan rencana kerja tahunan. Masyarakat diwilayah 
tersebut juga tergolong berpartisipasi dalam kegiatan rapat tentang rencana pelaksanaan 
penandaan batas areal kelola, rencana patroli dan penandaan batas areal Perhutanan sosial. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan perlindungan  
Masyarakat di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun tidak hanya aktif 

mengikuti perencanaan yang dilakukan oleh pihak KPHP melainkan juga mereka aktif 
dalam perlindungan hutan diantaranya pemeliharaan tanaman, perbaikan fasilitas umum di 
areal Perhutanan Sosial, pembersihan lahan tanpa membakar, keikutsertaan patroli, ikut 
serta menanam dan memelihara bibit tanaman dari kegiatan dan program instansi  
Kehutanan dan ikut aktif dalam pemadaman kebakaran hutan. Sedangkan kegiatan 
penanaman di Perhutanan sosial masih tergolong belum memuaskan atau mereka hanya 
kategori cukup aktif. 

3. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemanfaatan 
Program Perhutanan sosial di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun telah 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar yang ditandai dengan mereka ikut aktif 
dalam pemanfaatan hasil hutan dari program perhutanan sosial tersebut. Masyarakat di 
wilayah tersebut selalu menggunakan dokumen resmi (Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan, Nota Angkutan) dalam menjual hasil panen, membayar pajak hasil panen, selalu 
ikut serta dalam pengolahan dan penjualan hasil HHBK. Walaupun masyarakat 
mendapatkan manfaat dari perhutanan sosial tetapi dalam hal kegiatan pemanenan hasil 
tanaman di areal Perhutanan Sosial masih tergolong cukup atau cukup berpartisipasi.  

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menggunakan dokumen resmi 
dalam penjualan hasil hutan non kayu mengindikasikan bahwa masyarakat mendapatkan 
manfaat dari kegiatan perhutanan sosial dan hasil yang mereka peroleh telah dirasakan 
cukup oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengolahan dan penjualan hasil 
panen mengindikasikan telah terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dengan 
pemerintah yang ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat menggunakan dokumen 
resmi dalam penjualan hasil hutan.  

4. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan evaluasi 
Masyarakat diwilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun aktif melakukan 

kegiatan evaluasi program perhutanan sosial diantaranya ikut serta kegiatan tim monitoring 
dengan pemerintah dan ikut serta dalam pengumpulan data luas lahan, perkembangan 
persemaian, penanaman, dan volume hasil panen. Hal yang masih dianggap kurang dari 
kegiatan perhutanan sosial di wilayah ini adalah masih kurang aktifnya masyarakat dalam 
kegiatan pelatihan dan sosialisasi.  
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Secara keseluruhan responden berpartisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial 
tetapi pengamatan secara individual menunjukkan jumlah responden yang berpartisipasi 
dan sangat berpartisipasi dalam perhutanan sosial hanya sebesar 57,83% 
(31.33%+26.51%). Dalam penelitian ini ditemukan responden yang sangat tidak 
berpartisipasi dalam perhutanan sosial yaitu sebanyak 2 responden (2,41%) (Tabel 4.11).  

Tingkat partisipasi yang diperoleh dalam penelitian ini mempunyai nilai yang 
hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et.al, (2014). Bahwa tingkat 
partisipasi masyrakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan adalah sebesar 53%, 
rendahnya partisipasi tersebut bukan hanya disebabkan karena ketidakpedulian terhadap 
hutan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor umur, ppendidikan, pekerjaan, pendapatan, 
pengalaman, intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi dan intesnsif. 

 

Tabel 2 Distribusi Responden berdasarkan tingkat partisipasi 

Kategori 
Perencanaan Perlindungan Pemanfaatan Evaluasi Partisipasi 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Sangat 

Rendah 

5 6.02 5 6.02 6 7.23 3 3.61 2 2.41 

Rendah 9 10.84 15 18.07 14 16.87 12 14.46 14 16.87 

Cukup 25 30.12 14 16.87 7 8.43 19 22.89 19 22.89 

Tinggi 30 36.14 22 26.51 35 42.17 24 28.92 26 31.33 

Sangat 

Tinggi 

14 16.87 27 32.53 21 25.30 25 30.12 22 26.51 

Jumlah 83 100 83 100 83 100 83 100 83 100 

 

KESIMPULAN 

Masyarakat yang tinggal di kawasan perhutanan sosial berpartisipasi dalam program 
perhutanan sosial dengan semua tahapan diantaranya berpartisipasi dalam proses perencanaan, 
perlindungan, pemanfaatan dan evaluasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi yaitu 
pada kegiatan pemanfaatan sedangkan tingkat partisipasi yang paling rendah adalah pada kegiatan 
evaluasi. 
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